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Abstrak

Harta warisan merupakan segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.
Harta waris dalam adat minangkabau terdiri dari dua yaitu sako dan pusako. Di daerah
minangkabau sistem keturunannya berbeda dari daerah yang lain, yaitu sistem matrilineal yang
dimana berdasarkan garis keturunan ibu. Harta warisan salah satu yang bisa menyebabkan
masalah diantara para ahli waris yang tidak jarang berakibat fatal. Harta warisan bisa saja dijual
oleh salah satu pihak dari ahli waris nya atau orang lain,dan didalam adat minang harta pusaka
tidak boleh dijual tanpa adanya alasan yang kuat. Maka dari itu peran notaris sangat penting
dimana seorang notaris bisa melakukan wewenang atau kewajibannya tidak bertentangan dengan
undang-undang atau kode etik yang berlaku bagi seorang notaris, dan yang dapat dilakukan
seorang notaris dalam warisan suatu adat didaerah nya bekerja dalam hal ini adat minangkabau.
Kata Kunci: Notaris, Harta Warisan Pusako Tinggi, Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Kota semakin memegang peranan
penting dalam tatanan global (Acuto, 2017).
Hal tersebut, terjadi atas pesatnya urbanisasi
(diperkirakan mengalami peningkatan hingga
85.9% pada tahun 2050) sekaligus efek dari
globalisasi yang “mereduksi” batas geografis.
Kota kemudian menjadi ruang dan pusat bagi
akses maupun solusi bagi pelbagai isu:
Pergerakan politik, ekonomi, migrasi, hingga
lingkungan (Etezadzadeh, 2016; Gongadze,
2019). Salah satunya, turut pula direncanakan
pada kota Jakarta yang menyatakan siap
mengakselerasikan diri sebagai kota global
pasca pemindahan ibukota negara menuju
Kalimantan Timur (Syukur, 2024; Indraswari,
2024). Langkah ini, diyakini pemerintah
dengan mengacu pada salah satu indikator,
indeks kota global pada peringkat 74 dari 156
kota dunia (Huda, 2023).

Sebagai salah satu kota terbesar di
belahan bumi bagian selatan, literatur
menunjukkan Jakarta memiliki berbagai ruang
potensi menuju global. Terindikasi, dengan
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total pendapatan daerah lebih dari Rp290 juta
(Santika, 2023), total populasi mencapai 15 juta
orang sejak beberapa dekade
lalu(Cybriwsky & Ford, 2001; Prasetia et al.,
2024), hingga terjalinnya kerjasama antarkota
lewat “sister city” Jakarta dengan kota-kota
dunia: Bangkok, Tokyo, Jeddah, Seoul, Los
Angeles, Paris, Bangkok, Istanbul, Maputo,
Kyiv, Moskow, Pyongyang, dan lainnya
(Megawati, 2019).

Namun, pada lain sisi, terdapat peneliti
turut pula menegaskan sejak beberapa dekade
lalu: Jakarta memiliki ragam permasalahan
urban yang perlahan membesar. Seperti
populasi, perumahan, pekerjaan, transportasi,
hingga kualitas lingkungan (Cybriwsky &
Ford, 2001). Tercatat, salah satunya dalam lima
tahun  (2018-2022)  Jakarta  konsisten
mengalami banjir, dengan jumlah terdampak
tertinggi sebesar 1.052 RW (2020) (Ahdiat,
2023), persampahan yang dinilai belum optimal
(Carina, 2021), hingga akses air bersih
(Hamasy, 2024). Lantas, kedua gambaran ini
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memantik dasar penelitian guna menelisik
bagaimana respon warga sebagai bagian dari
suatu kota. Apakah masyarakat memiliki
perspektif yang sama terhadap klaim
pemerintah? Khususnya, pasca kebijakan
pemindahan ibukota saat ini yang memvisikan
Jakarta sebagai kota global. Akankah publik
percaya terhadap upaya “globalisasi” ini? Dan
sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kota
yang ditempati? Urgensi penelitian ini,
dilandasari dengan mengacu pada argumentasi

Seltzer (2012), bahwa perencanaan dan
penentuan arah suatu kota sejatinya
memerlukan  keterlibatan  seluruh  unsur,

sehingga pergerakannya dapat berjalan ideal.
Tentu saja, dengan kepercayaan publik sebagai
fondasi penting agar dapat memiliki perspektif
maupun pemahaman yang selaras (Andhika,
2018).

Sebagai seorang makhluk hidup,
manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan
yang diberikan akal dan pikiran dapat
digunakan untuk keberlangsungan hidup.
Dalam keberlangsungan hidup tidak terlepas
dari yang nama nya harta. Dengan harta
tersebut dapat diwariskan yang disebut sebagai
harta warisan. Harta warisan merupakan harta
peninggalan milik seseorang yang telah
meninggal dunia, yang dimana harta warisan
tersebut akan diberikan kepada ahli waris nya
atau kalangan keluarga. Dalam hal pembagian
harta warisan ada nama nya sistem waris yang
merupakan salah satu cara dalam pemidahan
harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Di Indonesia memiliki berbagai macam
suku bangsa yang memiliki adat istiadat dengan
kekhasannya. Salah satunya adalah suku
Minangkabau di Sumatera Barat yang sistem
keturunannya menurut adat istiadat adalah
matrilineal, yaitu sistem keturunan berdasarkan
garis keturunan ibu. Di sejarah tradisional

1 Rahmi Murniwati, Sistem Pewarisan Harta Pusako di
Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, (
Jurnal, Unes Journal Of Swara Justisia VVol.7 Issue 1,
April 2023), him 104.
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Minagkabau dalam sistem garis keturunan ibu
(matriachaat) sangat penting, seperti dalam
ungkapan satu payung, satu nenek, satu perut,
nenek moyang dahulu membuka tanah dengan
cara  “mencancang melateh, membuka
kampung dan halaman” dan seiring bertambah
nya jumlah anak keturunan maka nagari pun
diperluas (bakalebaran). Sejak itu muncul
istilah suku yang digabungkan dengan sako
(gelar kesukuan). Sako sebagai kekayaan tak
berwujud memegang peranan yang sangat
menentukan dalam membentuk moralitas orang
Minang dan kelestarian Adat Minang. Untuk
menjamin kehidupan anak sukunya mereka
menetapkan adanya pusako (harta pusaka)
dengan prinsip milikan komunal.?

Ketentuan kewarisan dalam adat
Minangkabau tampak berbeda dengan
ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih

dalam warisan harta pusaka tinggi. Padahal
falsafah adat minang mengatakan “ Adat
basandi syara’, syara’ basandi kitabullah?,
yang berarti bahwa segala sesuatu yang
dilakukan atas nama adat harus berdasarkan
ajaran agama islam dan semua ajaran islam itu
berdasarkan Al-Qur’an. Pertama, Secara
umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari
yang telah meninggal kepada ahli waris yang
masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku
dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau
kewarisan harta pusaka itu bukanlah
perpindahan kepemilikan harta dan pembagian
harta dari orang yang telah meninggal dunia
kepada yang hidup, melainkan perpindahan
fungsi dan tanggung jawab pengelolaan,
pengurusan dan pengawasan harta dari generasi
yang sudah meninggal kepada generasi yang
berikutnya.

Kedua, kewarisan adat Minangkabau
dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau
menganut asas kolektif atau komunal yang

2 Adeb Davega Prasna, Pewarisan Harta Di
Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum
Islam,( Jurnal, Kordinat Vol.XVI1I no 1 April 2018),
him.30
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berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka
milik kaum secara bersama-sama dan bukan
milik orang secara perorangan. Sedangkan
kewarisan Islam menganut asas individual,
artinya setiap orang berhak memilikinya secara
perorangan tanpa terikat oleh orang lain.

Ketiga, Islam menganut asas kewarisan
bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga
(ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan
perempuan berhak menerima warisan dengan
sebab-sebab yang telah ditentukan, vyaitu
kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala’,
Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak
menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang
mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu
atau keturunan perempuan saja. Hal inikarena
Minangkabau menganut sistem kekerabatan
matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari
garis ibu.®

Dalam falsafah adat minang
menyebutkan “dari ninik turun ka mamak, dari
mamak turun ka kamanakan™*, yang berarti
harta pusaka tinggi ini diwariskan atau
diturunkan secara turun termurun dari garis ibu.
Adapun di dalam adat minang yang diwariskan
atau diturunkan ada dua hal yaitu “sako " (gelar)
dan “pusako” (harta benda).’

Sako adalah gelar kebesaran adat
yang diberikan kepada keturunan megikuti
tali darah matrilineal. Sako merupakan
kekayaan asl atau harta tua yang tidak
berwujud yang diwariskan  kepada
kemanakan ( anak saudara laki-laki) ketika
hendak menikah secara turun temurun
berdasarkan  garis  keturunan  ibu.®
Sedangkan pusako merupakan harta pusaka

3 Sinta Ferolina, Sengketa Pusako Dalam Ketentuan
Adat Minangkabau Dan Tinjauan Hukum Islam ( studi
kasus putusan nomor 2874K/Pdt/2017), Skripsi, Jakarta
: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri
Syarif Hidayatullah, 2023, him. 4

4 Amir MS, Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan
Pencaharian, ( Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), him 3
5 A.A Navis, Alam Terkembang, Jadi Guru (Adat dan
Kebudayaan Minangkabau), (Jakarta: PT Temprint,
1984), h. 158.
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adat dari harta kekayaan dan harta
kekuasaan adat. Harta kekayaan seperti
emas, perak, ternah peliharaan, dll. Harta
kekuasaan adat adalah berupa wilayah
teritorial( ulayat yang berupa hutan tanah,
sawah, pandam pakuburan, lebuh tapian (
pemandian), rumah tangga, dan isinya yang
dibatasi oleh kawasan batas tanah.’

Hubungan hukum yang terjadi antara
anggota-anggota masyarakat dengan tanah
bersama akan melahirkan hak ulayat atas
tanah tersebut. Didalam pasal 1 ayat (6)
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa
hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak
milik atas bidang tanah beserta kekayaan
alam yang ada diatas dan didalamnya
dikuasai secara kolektif oleh masyarakat
hukum adat di provinsi Sumatera Barat.®
Mengenai status kepemilikan harta pusaka
tinggi atau tanah ulayat tidak sama seperti
memiliki tanah biasa, karena tanah pusaka
tinggi tidak boleh di jual belikan.
Berdasarkan pepatah adat minang “ dijua
indak dimakan bali, digadadi indak
dimakan sando ™.

Pada sasat sekarang ini di Indonesia telah
berlakunya undang-uundang Pokok Agraria
nomor 5 tahun 1960 (UUPA) membuat hukum
tanah Indonesia tidak memakai aturan pada saat
zaman kolonial Belanda. UUPA menciptakan
unifikasi terhadap hukum tanah di Inonesia . di
dalam UUPA juga mengatur mengenai tanah
yang herkaitan dengan adat.

® Amir, M.S, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup
Orang Minang, (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya),
him 93

" Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT.
Pustaka Panjimas, 1984), HIm. 126

8 Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Tanah
Ulayat dan Pemanafaatannya , Perda Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2008, LD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 no 6, pasal 1 ayat (6).

® Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, him. 103
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Dengan  berlakunya  UUPA  tentu
memberikan dampak yang lebih baik bagi
hukum pertanahan di Indonesia, apalagi hukum
adat yang di atur di dalam UUPA, sehingga
Masyarakat lebih mudah dan jelas dalam
melakukan pemanfaatan terhadap tanah yang
mereka miliki. Di dalam pasal 3 UUPA di
jelaskan tanah ulayat harus berdasarkan
kepentingan nasional dan Negara, Yyang
mengedepankan persatuan bangsa dan tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang
yang berlaku..®

Diakui nya tanah ulayat atau tanah adat di
negara Indonesia yang ketentuannya telah
diatur dengan begitu meberikann kepastian
hukum terhadap tanah ulayat dan melindungi
hak-hak terhadap Masyarakat adat. Akan tetapi
disatu sisi Masyarakat adat tidak nmemiliki
bukti yang kuat atas kepemilikan tanah adat
mereka, karena pada dasarnya tanah adat
biasanya diakui oleh Masyarakat adat yang
diberitahukan melalui lisan saja. Sehinngga
bisa mengakibatkan suatu masalah di kemudian
hari, yang bisa saja tanah adat tersebut di
perjual belikanl, padahal dalam adat minang
harta pusaka tersbut tidak boleh berkurang
tanpa ada nya sebab atau keadaan yang
memungkinkan untuk berkurang atau di jual
tanah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan artikerl jurnal ini adalah
metode  penelitian  doktrinal.  Penelitian
doktrinal berpedoman dari berbagai perturan
maupun ketentuan hukum secara tertulis dan
bahan hukum yang lain.!* Dalam penelitian ini
menggunakan perturan perundang-undangan
yang berkaitan,dan referensi dari berbagai

10 Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 3

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian
Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan
Keenam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),
him 1.
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bahan sumber bacaan yang mendukung
kelengkapan materi artikel jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Harta Pusaka di Adat Minangkabau
A. Pengertian Harta Pusaka

Harta pusaka merupakan harta asal yang
bisa diwariskan kepada kaum atau suku atau
golongan yang berhak untuk memiki. Jadi
dalam pengertian umum harta pusaka adalah
Sesuatu yang bersifat material yang memiliki
harga yang dimiliki seseorang yang dapat
beralih atau diwariskan karena sebab kematian
kepada ahli waris nya yang sesuai adat yang
dapat diberikan. Karena adat Minangkabau
memegang prinsip matrilineal yang dimana
sistem Kketurunan berdasarkan garis keturunan
ibu. Dan disinilah kelemahan dari harta pusaka
ini, yaitu laki-laki tidak memiliki hak terhadap
harta pusaka terutama harta pusaka tinggi, jadi
yang memiliki hak terhadap harta pusaka ini
adalah Perempuan saja 2. Material untuk
memisahkan  dari  “sako”  merupakan
perpindahan atau warisan yang diberikan dalam
bentuk gelar kebesaran menurut hukum adat.*®

Sako merupakan kekayaan tanpa wujud
yang diwariskan secara turun temurun sebagai
berikut:

1. Gelar penghulu diwariskan kepada
kemanakan yang laki-laki;

2. Pepatah petitih dan hukum adat
diwariskan kepada semua anak dan
kemenakan dalam unsur suatu nagari,
dan seluruh ranah minang

3. Tata krama dan adat soapn santun
diwariskan kepada anak dan kemenakan
dalam unsur suatu nagari, dan kepada
seluruh ranah minang.

12 Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, him. 108

13 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan
llmu Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta :
Gunung Agung, 1984), him 206
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Sedangkan Harta pusaka terbagi menjadi
dua,yaitu :

1. HartaPusaka Tinggi, merupakan harta
peningalan yang diwarisi secara turun
temurun dari hasil garapan nenek
moyang dari suatu kaum.*

2. Harta Pusaka Rendah, merupakan
harta yang asal usul nya masih jelas
yang didapat dari pencarian orang tua
selama perkawinan berlangsung, baik
harta bergerak maupun tidak bergerak,
harta puskaa rendah dibagi berdasarkan
hukum waris yang berlaku dan harta nya
bisa menjadi harta pusaka tinggi. *°

Dilingkungan adat Minangkabau terkhusus
nya didalam kaum, Perempuan tertua didalam
suatu rumah gadang bertanggung jawab
terhadap harta pusaka, karena di dalam sistem
matrilineal, perpempuan tertua adalah kepala
keluarga dalam harta pusaka, sedangkan laki-
laki hanya berperan menggunakan harta
pusaka.

Harta pusaka tinggi di suku Minangkabau
memiliki posisi yang sangat tingi. Harta pusaka
merupakan harta yang menjamin hidup anak
dan kemenakan. Harta pusaka tinggi bisa
berkurang, ada empat sebab keadaan yang
membuat harta pusaka tinggi boleh berkurang,
yaitu:

a. Rumah Gadang

(memperbaiki rumah gadang)

b. Gadih Gadang Alun Balaki
( Perempuan yang dewasa belum punya
suami)

c. Mayik Tabujua Ditangah Rumah
( mayat terbujur diatas rumah)

d. Mambangkik Batang Tarandam
(' mendirikan gelar pusaka).

Katirisan

14 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum
Waris Adat di Indonesia, ( Jakarta Timur : Pernada
Media Group, 2018), him 26

15 Mochtar Naim, menggali Hukum Tanah dan Hukum
Waris Minangkabau, ( Padang : Sri Dharma, 1968), him
195
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B. Asas-asas Waris Adat Minangkabau

Masyarakat adat minangkabau memiliki
asas-asas hukum waris yang di pegang pada
masyarakat. Adapun asas-asas hukum waris
minangkabau tersebut, diantaranya :

a. Asas Unilateral

Merupakan asas yang hak kewarisannya
hanya berlaku dalam sistesm satu garis
keturunan, satu garis ketuurunan disini
merupakan keturunan yang berdasarkan atau
melalui ibu, dan harta warisnya dari atas berasal
dari nenek moyang hanya turun melalui garis
ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu
melalui anak Perempuan.

Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas
harta pusaka merupakan suatu kelompok
ataukaum secara bersamaan dalam hal
kepemilikan harta ini tidak dapat dibagi secara
per orangan ahli waris nya dan diberikan
kepada kelompok , dalam sistem kolektif ini

yang di perbolehkan hanya memakai,
mengusahakan, dan  menikmati  hasil
kelolanya.®

C.Jenis Harta Pusaka dalam Adat

Minangkabau

Dalam harta pusaka terdapat banyak
macam-macam nya berdasarkan dari
berbagai segi:

a. Dari segi wujud bendanya

Ada dua macam, yaitu:

- Tanah

- Bukan tanah

b. Dari segi bentuknya

Ada dua macam, yaitu :

- Hutan tinggi, yang dimana tanah
yang belum diolah sama sekali dan
belum dijadikan tanah pertanian.

- Hutan rendah, yang dimana tanah
yang telah digarap dan dijadikan

16 Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum
Adat Dalam Pembagian Warisan diDalam Masyarakat
Minangkabau”, (Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora
dan Seni, Vol. 3, No. 1,April,2019),him.67
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tanah pertanian atau perumahan®’
D. Fungsi Harta Pusaka
Harta pusaka tinggi pada dasarnya tidak
boelh dijual atau berkurang tanpa sebab
yang pasti, akan tetapi dalam keadaan
darurat harta pusaka tinggi boleh dijual atau
digadaikan atau berkurang,. Harta pusaka
tinggi harus memenuhi syaarat atau alasan
apabila dapat diguanakan, yaitu :
1. Membangkit batang tarandam (
membangkit batang tarandam),
ibaratnya menegeluarkan batang pohon
yang sudah terendam air apabila tidak
cepat-cepat dikeluarkan batang tersebut
akan busuk. Ibaratnya martabat kaum
yang terabaikan karenaa suatu keadaan
harus dianaikkan atau ditegakkan
kembali agar posisinya duduk sama
rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-
kaum yang lainnya..
2. Gadih gadang alun balaki ( gadis
dewasa yang belum memiliki suami),
dalam masayarakat minang kedudukan
perempuan lebih tinggi dari laki-laki,
maka dari itu Wanita yang hingga
dewasa belum menikah atau memiliki
suami dikarena kan faktor nya ekonomi,
harta pusaka tersebut dapat
dipergunakan untuk memenuhi
keperluan pernikahan Wanita tersebut.
3. Mayik tabujua ditangah rumah, jika

ada salah satu dari kaum yang
meninggal dunia akan membutuhkan
biaya-biaya untuk keperluan

pengurusan dari mayat tersebut dan
membayar hutang-hutang dari si mayit
apabila ada.

4. Rumah gadang Kkatirisan, rumah
gadang merupakan lambing eksistensi
suatu kaum yang harus dipelihara,
sehingga membutuhkan biaya untuk

17 Amir Syarifuddin, Pelaksanan Hukum Kewarisan
Ilmu Dalam Lingkungan Adat Minangkabau... him 216

18 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar
Hukum Waris Adat di Indonesia... hlm 26
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memeliharanya.!®
2. Peran Notaris Terhadap Harta Pusaka
Tinggi

Tugas seroang notaris pada umumnya
membuat akta dan memastikan keautentikan
akta tersebut. Pada pasal 1868 KUHPerdata,
akta autentik harus memenuhi unsur *“ bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang dan ditempat dimana akta itu
dibuat”. Dalam menajalankan tugas dan
wewenang nya, notaris berlandaskan dengan
undang-undang tentang jabatan notaris.
Didalam undang-undang tersebut di dalam
pasal 15 angka 1 dan 2 undang-undang nomor
30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014
mengatur bahwa notaris juga berhak melakukan
perbuatan sebagai berikut :

1. Menyimpan akta dan memberikan
grosse akta, Salinan serta kutipan akta;

2. Melakukan legalisasi atau pengesahan
tanggal surat dan tanda tangan serta
mendaftarkannya ke buku khusus;

3. Mendaftarkan surat-surat di bawah
tangan ke buku khusus (membukukan);

4. Membuat salinan asli dari surat-surat di
bawah tangan;

5. Melakukan pengesahan kecocokan
fotokopi dengan surat aslinya;

6. Memberikan  penyuluhan  hukum
sehubungan dengan pembuatan akta;

7. Membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan; dan

8. Membuat akta risalah lelang.

Selain itu, didalam Pasal 16 ayat 1, Notaris
juga berkewajiban untuk:*®

1. Menjaga kepentingan para pihak dalam
perbuatan hukum dengan cara bertindak
jujur, saksama, mandiri dan tidak

19 Undang-undang nomot 2 tahun 2014 tentang
perubahan atas undang-undang nomro 30 tahun 2004
tentang jabatan notaris pasal 16
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berpihak;

2. Membuat dan menyimpan minuta akta
sebagai bagian dari Protokol Notaris;

3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan
Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta;
4. Senantiasa memberikan pelayanan ke
masyarakat  berdasarkan mandat

undang-undang kecuali ada alasan yang
bisa diterima untuk menolaknya;

5. Menjaga kerahasiaan isi akta dan
keterangan di dalam akta;

6. Menjilid akta menjadi sebuah buku
yang isinya tidak lebih dari 50 (lima
puluh) akta, dan apabila jumlahnya
melebihan 50 (lima puluh) akta maka
dapat dibuat lebih dari satu buku yang
sudah dilengkapi juga dengan sampul
buku yang memuat jumlah minuta,
bulan dan tahun pembuatan akta;

7. Terhadap akta protes yang tidak dibayar
atau tidak diterimanya surat bebrharga,
dibuatkan daftarnya;

8. Mengurutkan waktu tahun pembuatan
akta yang berkenaan dengan wasiat
dalam bentuk daftar setiap bulannya;

9. Mengirimkan akta wasiat ke Daftar
Pusat Wasiat Departemen yang
berkaitan dengan kenotariatan dalam
jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu
pertama setiap bulan berikutnya;

10. Pada akhir bulan, mencatat tanggal
penyerahan wasiat dalam repertoar;

11. Memiliki stempel atau stempel yang
sesuai dengan peranannya sebagai
Notaris, yang harus mencantumkan
lambang negara Republik Indonesia dan
dalam wilayah yang ditunjuk harus
mencantumkan nama, jabatan, dan
alamat Notaris;

12. Notaris bersama-sama dengan
penyampai dan sekurang-kurangnya
dua orang saksi wajib membaca dan
menandatangani  setiap akta yang
dibuatnya.

13. Menerima magang calon Notaris.
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"Mengenai dalam menjalankan tugas nya
seperti didalam pasal 16 ayat 1 notaris harus
memiliki sikap independensi atau tidak
berpihak kepada siapapun, harus menjaga
integritas sebagai seorang pejabat umum.
Dalam halnya mengurus harta warisan terutama
di dalam adat minnangkabau ada beberapa
wewenang yang bisa dilakukan sebagaui
seorang notaris.

Membuat akta, didalam membuat akta,
seorang notaris bisa membuat akta yang
berkaitan dengan warisan, seperti membuat
akta keterangan hak waris, yang dimana
didalam sistem warisan berdasarkan hukum
adat tidak memiliki bukti yang jelas dan
biasanya bukti kepemilikan terhadap suatu
tanah dari mulut ke mulut atau pengakuan
masayarakat setempat. Dengan akta ini bisa
membuat kedudukan kepemilikan terhadap
tanah adat atau tanah ulayat menjadi semakin
jelas.

Akta yang dibuar oleh seorang notaris atau
PPAT merupakan alat bukti yang sempurna
sehingga akta tersebut tidak memerlukan alat
bukti lain untuk mendukung akta tersebut,
kecuali dapat dibuktikan oleh pihak yang
dirugikan. Akta memiliki kekuatan
pembuktian, kekuatan pembuktian lahiriah,
kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan
pembuktian material. Dan dengan akta yang
dibuat oleh

Memberikan penyuluhan hukum, seorang
notaris sebagai pejabat publik di dalam
menjalankan tugas nya berwenang dalam
memberikan penyuluhan hukum dan juga
memberikan ~ Solusi  hukum  terhadap
peramasalahan hukum yang berkaitan dengan
harta pusaka tinggi seperti prosedur pembagian
harta atau mengenai kewajiban dan hak anggota
kaum. Terutama dalam hal ini seorang notaris
harus bisa menguasai hukum adat dimana
notaris tersebut berada. Sebagai seorang notaris
harus paham dengan adat istiadat tempat dia
tinggal. Dan seorang notaris juga harus
memahami  hukum waris, agar dalam
memberikan masukkan terhadap permasalahan
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waris tidak bertentangan dengan adat yang ada.

Penyuluhan hukum yang diberikan seorang
notaris kepada para pihak itu sangat membantu.
Bagi para pihak, penyuluhan hukum bisa
memberikan sikap pencegahan terjadi nya suatu
keadaan yang tidak disukai oleh para pihak,
bahkan juga mencegah terjadi nya sengketa
terhadap akta atau pun perbuatan yang
dilakukan oleh seorang notaris. Kemudian
sebagai Tindakan membetulkan terhada hal-hal
yang sudah ada atau akan muncul pelanggaran
hukum, dengan mencari jalan keluar akan
menghilangkan masalah tersebut.

Pembuatan ranji di dalam adat
minangkabau ada yang nama nya ranji, yang
diartikan sebagai silsilah keturunan. Ranji biasa
dibuat dan ditandatangani oleh mamak kepala
waris, tetapi notaris bisa juga mengambil peran
dalam pembuatan ini kemudian seorang notaris
terhadap ranji tersebut.

Peran penting yang bisa dipegang
seorang notariis yaitu dalam pemberian
penyuluhan  hukum. Dalam  pemberian
penyukuhan hukum ini seorang notaris harus
bisa menguasai masalah yang dihadapi nya,
dalam hal ini seirang notaris harus bisa
memahami  hukum adat yang ada
diminangkabau. Misalnya seperti harta pusaka
tinggi tersebut tidak dapat dijual.

Kemudian peran yang bisa dilakukan
oleh seorang notaris sebagai mediasi terhadap
masalah yang sedang dialami oleh suatu kaum
terhadap harta pusaka yang dimilikinya, dalam
hal mediasi tentu seorang notaris tidak boleh
berpihak ke salah satu pihak. Notaris juga bisa
menjadi seorang saksi ahli dalam suatu siding
perkara mengenai permasalahan terhadap akta
yang dibuat, mengenai seputar hukum adat,
seputar hukum pertanahan.

Maka dari itu notaris dapat dikatakan
sebagai pejabat umum yang bisa memberikan
kepastian hukum, mencegah terjadinya
sengketa, menyelesaikan sengketa, dan bisa
mengembangkan adat di suatu daerahh dalam
hal ini daerah minangkabau.

Didalam  menjalankan

tugas nya
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seorang notaris tidak terlepas juga dari
tantangan atau kendala yang didapatnya,
misalnya dalam hal adat mungkin seorang
notaris terhambat atau terkendala dikarenakan
dalam di daerah minangkabau hukum adat nya
masih sangat kuat sehingga peran dalam notaris
masih terbatas. Kemudian kesadaran hukum di
dalam masyarkat yang masih kurang sadar. Dan
masalah biaya yang sering dijumpai di
masayarakat, padahal seorang notaris sama
halnya dengan seorang advokat dalam
memasang tarif pekerjaannhya, melihat kondisi
dari calon kliennya bahkan seorang notaris pun
bisa melakukan probono.

PENUTUP
Kesimpulan

Harta pusaka merupakan harta asal yang
bisa diwariskan kepada kaum atau suku atau
golongan yang berhak untuk memiki. Jadi
dalam pengertian umum harta pusaka adalah
Sesuatu yang bersifat material yang memiliki
harga yang dimiliki seseorang yang dapat
beralih atau diwariskan karena sebab kematian
kepada ahli waris nya yang sesuai adat yang
dapat diberikan. Karena adat Minangkabau
memegang prinsip matrilineal yang dimana
sistem keturunan berdasarkan garis keturunan
ibu. Dan disinilah kelemahan dari harta pusaka
ini, yaitu laki-laki tidak memiliki hak terhadap
harta pusaka terutama harta pusaka tinggi, jadi
yang memiliki hak terhadap harta pusaka ini
adalah Perempuan saja.

Tugas seroang notaris pada umumnya
membuat akta dan memastikan keautentikan
akta tersebut. Pada pasal 1868 KUHPerdata,
akta autentik harus memenuhi unsur “ bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang dan ditempat dimana akta itu
dibuat”. Dalam menajalankan tugas dan
wewenang nya, notaris berlandaskan dengan
undang-undang tentang jabatan notaris.
Didalam undang-undang tersebut di dalam
pasal 15 angka 1 dan 2 undang-undang nomor
30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah
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dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014
notaris memiliki tugas dan wewenang.

Mengenai dalam menjalankan tugas nya
seperti didalam pasal 16 ayat 1 notaris harus
memiliki sikap independensi atau tidak
berpihak kepada siapapun, harus menjaga
integritas sebagai seorang pejabat umum.
Dalam halnya mengurus harta warisan terutama
di dalam adat minnangkabau ada beberapa
wewenang Yyang bisa dilakukan sebagaui
seorang notaris yaitu, membuat akta
memberikan penyuluhan hukum, dan membuat
ranji yang dimana sebagai bukti silsilah dalam
suatu keluarga atau kaum dalam adat
minangkabau.
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